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ABSTRAK  
Tujuan dari penelitian ini adalah 1)Untuk menganalisis dan 
mengkaji pengaturan suap di sektor swasta sebagai salah satu 
tindak pidana korupsi di Indonesia. 2)Untuk mengetahui urgensi 
pengaturan suap di sektor swasta sebagai slaah satu tindak pidana 
korupsi dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Hasil 
penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pengaturan mengenai 
tindak pidana suap di Indonesia belum diatur di dalam Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi dan oleh karena itu, Komisi 
Pemberantasan Korupsi tidak memiliki wewenang untuk 
menangani kasus korupsi yang terjadi di sektor swasta. Dan 
apabila dilihat dari urgensinya, Indonesia dianggap sudah sangat 
perlu melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan 
dengan United Nations Convention Against Corruption untuk 
mengatur secara khusus mengenai tindak pidana suap yang terjadi 
di sektor swasta. Saran penulis kepada para penegak hukum 
1)Perlunya dilakukan pembaharuan hukum dengan melakukan 
pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
dsan merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2)Mengatur tindak pidana 
suap di sektor swasta secara maksimal, konsisten dan jujur. 

Kata Kunci: Korupsi, dan Sektor 
Swasta, Suap. 
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ABSTRACT 
The purposes of this study are 1)To analyze and examine the 
regulation of bribery in private sector as one of the criminal acts 
of corruption in Indonesia. 2)To find out the urgency of bribery 
regulation in the private sector as one of the criminal acts of 
corruption in the perspective of criminal law reform. The result of 
this study argued that the regulation of bribery in Indonesia has 
not been regulated in the Corruption Act. Therefore, the 
Corruption Eradication Commission lacks the authority to handle 
corruption cases that occur in the private sector. Above all, in 
view of the urgency, Indonesia has been considered vital to make 
adjustments to legislation with the United Nations Convention 
Against Corruption to specifically regulate bribery occurring in 
the private sector. The author’s suggestion to law enforces 1)It is 
compulsory to ament the law by updating the Criminal Code and 
revising Law Number 13 of 1999 concerning Amendments to Law 
Number 20 of 2001 on Corruption Eradication. 2)Regulate the 
criminal act of bribery in the private sector to the greatest 
degree, in a persistent and an upright manner.  
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A. PENDAHULUAN 

Tindak pidana korupsi bukanlah hal yang baru di Indonelsia. Korupsi di 

Indonelsia telrus telrjadi dan ramai di bicarakan dari waktu kel waktu. Hukuman 

yang dibelrikan kelpada para pellaku tindak pidana korupsi pun tidak melnimbulkan 

elfelk jelra kelpada para pellaku korupsi. Pada akhirnya korupsi di Indonelsia melnjadi 

kelbiasaan yang pada akhirnya sulit dihilangkan dan tanpa disadari tindak pidana 

korupsi pun melluas dan belrkelmbang di nelgara kita. 

 Istilah korupsi selsungguhnya sangat luas, melngikut pelrkelmbangan kelhidupan 

masyarakat yang sangat komplelks selrta selmakin canggihnya telknologi, 

selhingga melmpelngaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat 

dimana belntuk-belntuk keljahatan yang selmula telrjadi selcara tradisional 

belrkelmbang kelpada keljahatan inkonvelnsional yang selmakin sulit untuk diikuti 

olelh norma hukum yang tellah ada.1 

Korupsi dikatelgorikan selbagai keljahatan luar biasa (elxtra ordinary crimels) 

karelna tellah melnyelbabkan pellanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pellanggaran HAM 

disini diartikan bahwa korupsi melngakibatkan pelrbuatan untuk melnguasai dalam 

belntuk dan cara yang melngelsampingkan hak-hak manusia untuk melmpelrkaya diri. 

Hal ini melngakibatkan belrujung pada pelndelritaan karelna kelmiskinan dan 

pelngangguran. “Kelselmpatan untuk hidup layak sudah dirampas selcara tidak 

manusiawi. Masyarakat kelhilangan hak untuk melmpelrolelh pelndidikan, pellayanan 

kelselhatan dan melmpelrolelh hidup yang layak”. 2 

Telrdapat 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang 

tellah diubah delngan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telntang Pelmbelrantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Pasal-Pasal telrselbut melnjellaskan selcara telrpelrinci melngelnai 

pelrbuatan-pelrbuatan apa saja yang dapat dikelnakan sanksi pidana. Keltiga puluh 

belntuk/jelnis tindak pidana korupsi telrselbut pada dasarnya dapat dikellompokkan 

selbagai belrikut: 

1. Kelrugian keluangan nelgara 

2. Suap-melnyuap  

3. Pelnggellapan dalam jabatan 

4. Pelmelrasan 

5. Pelrbuatan curang 

6. Belnturan kelpelntingan dalam pelngadaan 

7. Gratifikasi.3 

Gratifikasi adalah pelmbelrian dalam arti luas, yakni pelmbelrian uang, barang, 

rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tikelt pelrjalanan, fasilitas pelnginapan, 

pelrjalanan wisata, pelngobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Seldangkan tindak 

pidana suap diatur di dalam Pasal 5 yaitu: 

                                                             
1     Wendy dan Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam 

Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal PAMPAS, Vol 1 No.1, 7 Februari 2020, hlm 24. https://online-
journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965 

2     Muhammad Yusuf, Mengapa Korupsi Tetap Tumbuh Subur?, diakses dari 
https://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/06/130604_forum_korupsi_penjara, pada 
tanggal 29 April 2022 pukul 18.30. 

3   Syamasa Ardisasmita. “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan Announcement   
Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel”, Seminar 
Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta 23 Agustus 2006, hlm. 4. 

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965
https://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/06/130604_forum_korupsi_penjara
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(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus 

lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau 

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan 

kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian 

atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, 

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Dalam Undang-Undang selbelnarnya seltiap gratifikasi dianggap suap. Antara 

Pasal 12B telntang Gratifikasi dan Pasal 5 telntang Suap hanya melmiliki pelrsamaan 

melngelnai subjelk dan objelknya seldangkan pelrbuatannya belrbelda. Pelrbeldaan antara 

gratifikasi dan suap hanya telrleltak pada adanya kelselpakatan antara keldua bellah 

pihak. Dalam pelnelrimaan gratifikasi tidak ada kelselpakatan telrlelbih dahulu dari 

keldua bellah pihak dan pelnelrima gratfikasi wajib mellaporkan gratifikasi yang 

ditelrima kelpada Komisi Pelmbelrantasan Korupsi. Seldangkan suap telrdapat 

kelselpakatan antara pelmbelri dan pelnelrima dan tidak ada kelwajiban untuk 

mellaporkan suap yang ditelrima kelpada Komisi Pelmbelrantasan Korupsi. 

Namun, didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telntang 

Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telntang Tindak 

Pelmbelrantasan Korupsi tidak bisa ditelrapkan pada selktor swasta. Selbagaimana 

diuraikan di dalam Pasal 5 ayat (2), bahwa subjelk yang dituliskan adalah “pelgawai 

nelgelri” atau “pelnyellelnggara nelgara” yang dimana swasta tidak telrmasuk. 

Selktor swasta melrupakan organisasi yang belrtujuan untuk melndapatkan 

keluntungan atau laba. Yang melmpelngaruhi selktor swasta belrbelda delngan selktor 

publik ialah tujuan organisasi, sumbelr pelndanaan, pelrtanggungjawaban, struktur 

organisasi, karaktelristik anggaran dan sistelm akuntansi.4 Motif utama dari selktor ini 

adalah keluntungan dan melmaksimalkan kelkayaan pelmilik atau pelmelgang saham. 

Telntu saja selktor swasta ini tidak telrmasuk keldalam katelgori “pelgawai nelgelri” 

ataupun “pelnyellelnggara nelgara”. 

Indonelsia juga melmiliki pelngaturan melngelnai suap telrselndiri di Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1980 telntang  Tindak Pidana Suap yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 

yaitu: 

Pasal 2 

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan   

maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak 

                                                             
4     KPBU Kemenkeu, Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar 

atau Pihak Swasta?, diakses dari https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-
1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-
diserahkan-kepada 
swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%2
0ada%20sistem%20akuntansi pada tanggal 7 November 2022 pukul 11.02. 

https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada%20swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%20ada%20sistem%20akuntansi
https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada%20swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%20ada%20sistem%20akuntansi
https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada%20swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%20ada%20sistem%20akuntansi
https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada%20swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%20ada%20sistem%20akuntansi
https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada%20swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%20ada%20sistem%20akuntansi
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berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau 

kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena 

memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan 

denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. 

Pasal 3 

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau 

patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan 

supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang 

berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut 

kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara 

selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. 

Uniteld Nations Convelntion Against Corruption (UNCAC) melrupakan selbuah 

Konvelnsi PBB yang melnelntang korupsi. Konvelnsi ini ditandatangani olelh 140 nelgara 

di Melrida, Melksiko pada tanggal 9 sampai delngan tanggal  11 Delselmbelr 2003. 

Indonelsia melrupakan salah satu nelgara yang melratifikasi Uniteld Nation Convelntion 

Against Corruption (UNCAC) pada 18 April 2006 mellalui Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2006 telntang Pelngelsahan Konvelnsi Anti Korupsi atau Uniteld Nation 

Convelntion Against Corruption (UNCAC). 

Suap di selktor swasta selndiri sudah diatur di salah satu Pasal UNCAC yaitu 

Pasal 21 yang bila ditelrjelmahkan belrbunyi: 

 Seltiap Nelgara Pihak wajib melmpelrtimbangkan untuk melngambil 

tindakan-tindakan lelgislatif dan lainnya yang dipelrlukan untuk 

melneltapkan selbagai tindak pidana yang diselngaja, kelgiatan elkonomi atau 

komelrsial: 

(a) Janji, pelnawaran atau pelmbelrian, selcara langsung atau tidak 

langsung, keluntungan yang tidak selmelstinya dari orang yang 

melngarahkan atau belkelrja, dalam kapasitas apa pun, untuk elntitas 

selktor swasta, agar ia, selsuai arahannya tugas, belrtindak atau 

melnahan diri dari belrtindak; 

(b) Pelrmintaan atau pelnelrimaan, selcara langsung atau tidak langsung, 

dari keluntungan yang tidak selmelstinya olelh seltiap orang yang 

melngarahkan atau belkelrja, dalam kapasitas apa pun, untuk elntitas 

selktor swasta, untuk dirinya selndiri atau untuk orang lain, agar ia, 

dalam pellanggaran tugasnya, belrtindak atau melnahan diri dari 

belrtindak. 

Upaya pelncelgahan korupsi pada selktor swasta juga tellah dituliskan di dalam 

Pasal 5 Uniteld Nation Convelntion Against Corruption yang melnyatakan bahwa: 

“Nelgara wajib, selsuai delngan prinsip-prinsip dasar sistelm hukumnya, 

melngelmbangkan dan mellaksanakan atau melmellihara kelbijakan anti 

korupsi yang elfelktif dan telrkoordinasi yang melningkatkan partisipasi 

masyarakat dan melncelrminkan prinsip-prinsip pelnelgakan hukum, 

pelngellolaan urusan publik dan kelkayaan publik selcara baik, intelgritas, 

transparansi dan akuntabilitas.” 

Indonelsia bellum melngkatelgorikan tindak pidana suap di selktor swasta 

selbagai suatu tindak pidana korupsi karelna di dalam konvelnsi ini tindak pidana 

suap di selktor swasta telrmasuk kel dalam tindakan yang belrsifat non-mandatory 
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yang belrarti bellum ada kelselpakatan antara para pelselrta konvelnsi untuk 

melngkatelgorikan tindakan telrselbut selbagai kelwajiban yang harus dikriminalisasi. 

Maka dari itu, pengaturan mengenai suap di sektor swasta harus segera 

diatur didalam Undang-Undang Pemberantas Tindak Korupsi, agar semua tindak 

pidana yang terkait dengan korupsi khususnya tindak pidana suap di sektor 

swasta dapat ditegakkan dengan hukum yang tentu saja bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan dan ketentraman masyarakat di Indonesia. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian normative, yang diperoleh dari studi 

perundang-undangan (statue approach), studi konseptial (conseptual approach), dan 

studi kasus (case approach). 

 

C. PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Suap di Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana 

Korupsi di Indonesia 

  Tindak pidana sulap di selktor swasta suldah selharulsnya dibelrantas. 

Melnulrult data pelnindakan KPK (Komisi Pelmbelrantasan Korulpsi) dari tahuln 

2004 sampai Novelmbelr 2022 melnulnjulkkan bahwa selktor swasta 

melndominasi tindak pidana korulpsi selbanyak 26 pelrseln ataul 370 orang. Angka 

telrselbult lelbih tinggi apabila dibandingkan delngan tindak pidana korulpsi yang 

dilakulkan olelh anggota DPR ataul DPRD.5 

 Namuln, sellama ini pelmelrintah hanya belrfokuls kelpada tindak pidana 

sulap yang telrjadi di kalangan pelgawai nelgelri ataul peljabat nelgara dan tanpa 

sadar tindak pidana sulap di selktor swasta julga dapat melmpelngarulhi kelrulsakan 

pelrkelmbangan pelmbangulnan di sulatul nelgara. Hal ini dikarelnakan Indonelsia 

bellulm melnganggap bahwa tindak pidana sulap yang telrjadi di selktor swasta 

melrulpakan bagian dari tindak pidana korulpsi. 

Salah satul kasuls sulap di selktor swasta ialah kasuls PT Intelrbat. Selpelrti 

laporan majalah Telmpo melngelnai adanya tindak pidana sulap yang dilakulkan 

PT Intelrbat telrhadap Rulmah Sakit Meltropolitan Meldical Celntelr (MMC). Rulmah 

sakit ini melnelrima ulang dari PT Intelrbat seljulmlah Rp318 julta sellama pelriodel 

2013-2014. Intelrbat telrcatat tellah mellakulkan transaksi selbanyak elmpat kali kel 

pihak rulmah sakit MMC delngan total Rp253 julta. Ulang telrselbult digulnakan 

ulntulk belrbagai kelpelntingan rulmah sakit. Intelrbat melmbelri ulang kelpada pihak 

MMC delngan tuljulan agar pasieln rulmah sakit ini melnelrima relselp obat produlksi 

Intelrbat yang mana bisa saja obat telrselbult tidak dipelrlulkan olelh pasieln ataul 

harganya dula kali lipat lelbih mahal dibandingkan obat biasa delngan kulalitas 

sama. Namuln tidak ada tindakan dari pelmelrintah ulntulk melnindaklanjulti kasuls 

ini.6 

                                                             
5    Pikiran Rakyat, Data KPK: Pelaku Korupsi 2004-2022 Didominasi Pengusaha, diakses dari 

https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015938891/data-kpk-pelaku-korupsi-
2004-2022-didominasi-pengusaha tanggal 10 Februari 2023 pukul 14.26 

6     Manajemen Rumah Sakit, Eksklusif: Suap Obat, Bos Rumah Sakit Blak-blakan Terima Duit, 
diakses dari https://manajemenrumahsakit.net/2015/11/eksklusif-suap-obat-bos-rumah-
sakit-blak-blakan-terima-duit/ pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 14.27 

https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015938891/data-kpk-pelaku-korupsi-2004-2022-didominasi-pengusaha
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015938891/data-kpk-pelaku-korupsi-2004-2022-didominasi-pengusaha
https://manajemenrumahsakit.net/2015/11/eksklusif-suap-obat-bos-rumah-sakit-blak-blakan-terima-duit/
https://manajemenrumahsakit.net/2015/11/eksklusif-suap-obat-bos-rumah-sakit-blak-blakan-terima-duit/
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Indonelsia suldah melmiliki pelngatulran melngelnai sulap didalam Ulndang-

Ulndang dan Ulndang-Ulndang Tindak Pidana Korulpsi. Dilihat didalam Ulndang-

Ulndang Nomor 11 Tahuln 1980 Telntang Tindak Pidana Sulap, melngatulr 

pelnyulapan yang dilakulkan maulpuln ditelrima olelh pihak swasta. Belrbelda 

halnya didalam Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 telrhadap pelrulbahan 

atas Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001 telntang Pelmbelrantasan Tindak 

Pidana Korulpsi melngatulr pelnyulapan yang dilakulkan olelh pihak swasta kelpada 

pelgawai nelgelri sipil ataul peljabat nelgara. 

Jika dilihat didalam Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 1980 pada Pasal 

2 dan 3, tidak ditulliskan adanya ulnsulr peljabat pulblik dalam keldula Pasal 

telrselbult. Hal ini belrbelda delngan keltelntulan sulap yang ada di Ulndang-Ulndang 

Tindak Pidana Korulpsi. Selhingga tidak helran apabila tindak pidana sulap tidak 

diselrtakan didalam Ulndang-Ulndang Tindak Pidana Korulpsi yang belrlakul 

selkarang. 

Selcara intelrnasional, sulap di selktor swasta tellah diatulr didalam Ulniteld 

Nations Convelntion Against Corrulption (UlNCAC) dan Indonelsia tellah 

melratifikasinya mellaluli Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 2006. Kriminalisasi 

sulap di selktor swasta diatulr didalam Pasal 21 UlNCAC selcara ringkas yang 

belrbulnyi: 

“Negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-

tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai 

kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan 

ekonomi, keuangan atau perdagangan: 

(a) Janji, penawaran atau pemberian suatu keuntungan yang tidak 

semestinya didapat kepada seseorang yang memimpin atau 

bekerja dalam entitas sektor swasta, agar orang tersebut 

bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan cara 

melanggar kewajibannya, 

Permohonan atau penerimaan keuntungan yang tidak semestinya 

didapat oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam entitas sektor 

swasta, agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak 

dengan cara melanggar kewajibannya”. 

Sellain melngatulr kriminalisasi sulap di selktor swasta, UlNCAC julga 

melngatulr melngelnai pelncelgahan tindak pidana sulap di selktor swasta yang 

diatulr didalam Pasal 12 yang belrbulnyi: 

1) Negara wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan 

prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, untuk mencegah 

korupsi yang melibatkan sector swasta, meningkatkan standar 

akutansi dan audit di sector swasta, dan jika dipandang perlu, 

memberikan sanksi perdata, administrative atau pidana yang 

efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi yang tidak 

memenuhi tindakan-tindakan tersebut. 

2) Tindakan ulntulk melncapai tuljulan ini dapat melncakulp, antara 

lain: 

a) Melningkatkan kelrja sama antar instansi pelnelgakan 

hulkulm dan badan swasta telrkait; 
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b) Melningkatkan pelngelmbangan standar dan tata cara yang 

dirancang ulntulk melnjaga intelgritas badan swasta telrkait, 

telrmasulk kodel eltik bagul pellaksanaan kelgiatan ulsaha dan 

profelsi telrkait selcara belnar, telrhormat dan baik, dan 

pelncelgahan belntulran kelpelntingan, selrta bagi pelningkatan 

pelnggulnaan praktelk komelrsial yang baik dan dalam 

hulbulngan kontraktulal ulsaha dalam nelgara; 

c) Melningkatkan transparansi di badan swasta, telrmasulk, 

jika dianggap pelrlul, mellakulkan tindakan yang 

melnyangkult idelntitas badan hulkulm dan orang 

pelrorangan yang telrlibat dalam pelndirian dan 

pelngellolaan badan ulsaha; 

d) Melncelgah pelnyalahgulnaan tata cara yang melngatulr badan 

swasta, mellipulti tata cara melngelnai sulbsidi dan liselnsi 

ulntulk kelgiatan komelrsial yang dibelrikan olelh badan 

pulblic; 

e) Melncelgah belntulran kelpelntingan delngan melngelnakan 

pelmbatasan-pelmbatasan, jika dipandang pelrlul dan ulntulk 

jangka waktul yang wajar, telrhadap kelgiatan profelssional 

mantan peljabat pulblic ataul telrhadap pelnggulnaan peljabat 

pulblic olelh selctor swasta seltellah ia melngulndulrkan diri 

ataul pelnsion, jika kelgiatan ataul pelnggulnaan telrselbult 

telrkait langulng delngan fulngsi yang dipelgang ataul diawasi 

olelh peljabat pulblic itul sellama masa jabatannya; 

f) Melngulsahakan agar pelrulsahaan swasta, delngan 

melmpelrhatikan strulktulr dan ulkulrannya, melmiliki 

pelngelndalian auldit intelrnal yang culkulp ulntulk melmbantul 

pelncelgahan dan deltelksi pelrbulatan korulpsi dan agar 

catatan dan laporan kelulangan pelrulsahaan swasta 

telrselbult tulndulk pada tata cara auldit dan selrtifikasi yang 

selsulai. 

3) Ulntulk melncelgah korulpsi, nelgara pihak wajib melngambil 

tindkaan-tindakan yang dipelrlulkan, selsulai delngan hulkulm dan 

pelratulran nasionalnya melnyangkult pelnyimpanan bulkul dan 

catatan, pelngulngkapan laporan kelulangan selrta standar 

akultansi dan auldt, ulntulk mellarang pelrbulatan-pelrbulatan 

belrikult yang dilakulkan ulntulk mellakulkan keljahatan yang 

diteltapkan dalam konvelnsi ini; 

a) Pelmbulatan akultansi pelmbulkulan elkstra; 

b) Pelmbulatan transaksi yang dicatat selcara kulrang jellas ataul 

di dalam bulkul elkstra; 

c) Pelncatatan pelngellularan fiktif; 

d) Pelncatatan hultang delngan idelntifikasi objelk yang tidak 

belnar; 

e) Pelnggulnaan dokulmeln palsul; dan 

f) Pelrulsakan dokulmeln pelmbulkulan delngan selngaja lelbih 

awal dari yang diteltapkan olelh ulndang-ulndang. 
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Nelgara pihak wajib tidak melmbolelhkan pelngulrangan pajak atas biaya-

biaya yang melrulpakan sulap, melngingat sulap melrulpakan satul dari ulnsulr ultama 

keljahatan belrdasarkan keltelntulan Pasal 15 dan Pasal 16 konvelnsi ini selrta, jika 

dianggap pelrlul, pelngellularan lain yang dikellularkan ulntulk mellanjultkan pelrilakul 

korulp. 

Sulap di selktor swasta bellulm dapat dikatakan selbagai tindak pidana 

korulpsi karelna bellulm diatulr didalam Ulndang-Ulndang Tindak Pidana Korulpsi. 

Selbagaimana diatulr didalam Ulndang-Ulndang Nomor 30 Tahuln 2002 telntang 

Komisi Pelmbelrantsan Korulpsi, kelwelnangan KPK dibatasi. Walaulpuln selcara 

ulmulm, sulap melrulpakan salah satul dari tindak korulpsi teltapi dalam hulkulm di 

Indonelsia, tindak pidana korulpsi adalah apa yang diatulr didalam Ulndang-

Ulndang Tindak Pidana Korulpsi. Delngan belgitul, KPK tidak dapat melnangani 

pelrkara tindak pidana sulap di selktor swasta. Hanya polisi dan jaksa yang 

belrwelnang ulntulk mellakulkan pelnyidikan dan pelnulntultan belrdasarkan apa 

yang diatulr didalam Ulndang-Ulndang Sulap.7 

Indonelsia melmiliki landasan hulkulm melngelnai sulap di selktor swasta 

dan tellah melratifikasi UlNCAC delngan Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 2006 

telntang Pelngelsahan Konvelnsi Anti Korulpsi ataul Ulniteld Nation Convelntion 

Against Corrulption (UlNCAC) yang didalam salah satul Pasalnya melnjellaskan 

langkah-langkah ulntulk melncelgah telrjadinya korulpsi. Akan teltapi, dalam 

pellaksanaannya Ulndang-Ulndang telrselbult tidak banyak dihiraulkan. Melngingat 

tidak ada pelngatulran telgas yang melngatulr melngelnai pelngawasan dan 

pelncelgahan korulpsi di selktor swasta didalam Ulndang-Ulndang Tindak Pidana 

Korulpsi selpelrti Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001 dan Ulndang-Ulndang 

Nomor 30 Tahuln 2002 telntang Komisi Pelmbelrantsan Korulpsi. 

2. Urgensi Pengaturan Suap di Sektor Swasta Dalam Perspektif 

Pembaharuan Pidana 

Selbagai salah satul nelgara yang melratifikasi UlNCAC, Indonelsia melmiliki 

pelran aktif dalam melnghadiri pelrtelmulan yang diadakan PBB selbagai belntulk 

tindak lanjult implelmelntasi dari UlNCAC. Ratifikasi konvelnsi ini melmiliki arti 

pelnting antara lain: 

1. Ulntulk melningkatkan kelrja sama intelrnasional khulsulsnya 

dalam mellacak, melmbelkulkkan, melnyita dan melngelmbalikkan 

aselt-aselt hasil tindak pidana korulpsi yang ditelmpatkan di lular 

nelgelri; 

2. Melningkatkan kelrja sama intelrnasional dalam melwuljuldkan 

tata pelmelrintahan yang baik; 

3. Melningkatkan kelrja sama intelrnasional dalam pellaksanaan 

pelrjanjian elkstradisi, bantulan hulkulm timbal balik, pelnyelrahan 

narapidana, pelngalihan prosels pidana, dan kelrja sama 

pelnelgakan hulkulm; 

4. Melndorong telrjadinya kelrja sama telknik dan pelrtulkaran 

informasi dalam pelncelgahan dan pelmbelrantasan tindak 

pidana korulpsi di bawah payulng kelrja sama pelmbangulnan 

                                                             
7      Oemar Seno Adji. Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik. Crown Publishers, 
        Jakarta,1981, hlm. 83. 
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elkonomi dan bantulan telknis pada lingkulp bilatelral, relgional 

dan mulltilatelral; 

5. Harmonisasi pelratulran pelrulndang-ulndangan nasional dalam 

pelncelgahan dan pelmbelrantasan tindak pidana korulpsi selsulai 

delngan konvelnsi ini. 

UlNCAC tellah melmpelrlulas pelngelrtian tindak pidana sulap dalam 

katelgori korulpsi. Sulap tidak hanya dinilai selbagai tindak pidana telrhadap 

peljabat pulblik teltapi julga dapat mellibatkan peljabat pulblik asing dan peljabat 

organisasi intelrnasional. Sellain itul, tindak pidana pelnyulapan di selktor swasta 

puln dikatelgorikan selbagai tindak pidana korulpsi.8 

Di dalam Pasal 21 UlNCAC, ada tiga hal yang belrkaitan delngan sulap di 

selktor swasta. Pelrtama, sulbjelk hulkulmnya adalah selselorang yang melmimpin 

ataul belkelrja ulntulk sulatul badan selktor swasta. Keldula, aktivitasnya telrbatas 

pada selktor swasta yang belrgelrak di bidang ataul dalam mellaksanakan kelgiatan 

elkonomi, kelulangan ataul pelrdagangan. Keltiga, batasan selktor swasta. Olelh 

karelna itul, dalam pelnelgakan hulkulm di bidang korulpsi selringkali 

melmbingulngkan karelna tipisnya pelrbeldaan antara swasta dan nelgara.9 

Indonelsia dinilai pelrlul mellakulkan pelnyulsulnan Ulndang-Ulndang barul 

telrkait pelmbelrantasan korulpsi, bulkan Ulndang-Ulndang pelrulbahan atas 

Ulndang-Ulndang Pelmbelrantasan Korulpsi yang belrlakul.  

Melngacul kelpada keltelntulan hulkulm intelrnasional dan telknis 

pelnyulsulnan pelrulndang-ulndangan dalam Ulndang-Ulndang Nomor 10 

Tahuln 2004 telntang Tata Cara Pelmbelntulkan Pelratultan Pelrulndang-

Ulndangan, pelrulbahan melngelnai keltelntulan barul dalam Ulndang-

Ulndang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi melncapai lelbih dari 

70%.10 

Dipelrlulkan pulla pelngkajian melndalam dari tim pelnyulsuln ulntulk 

melnelmulkan aspelk sosial, buldaya, elkonomi, politik yang telrkait kel dalam 

pelmbelrantasan korulpsi. Hal ini dikarelnakan, pelmbelrantasan korulpsi 

pascaratifikasi UlNCAC bulkan hanya belrtuljulan ulntulk melmelnjarakan korulptor 

selbanyak mulngkin teltapi julga melmpelrtimbangkan seljaulh mana rellelvansi 

pelnghulkulman korulptor delngan kelmanfaatan telrbelsar dari aspelk elkonomi, 

sosial, dan buldaya. 

Apabila dibandingkan antara pelngatulran tindak pidana korulpsi yang 

telrtelra di dalam UlNCAC delngan pelngatulran tindak pidana korulpsi melnulrult 

Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 telntang Pelrulbahan Atas Ulndang-

Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001 Telntang Pelmbelrantasan Korulpsi melmang 

melmiliki pelrbeldaan yang sangat belrtolak bellakang. Pelnyulapan di selktor 

swasta melnulrult UlNCAC daitulr selcara telgas dalam Pasal 21 hulrulf (a) dan (b). 

                                                             
8 United Nations Convention Against Corruption, diakses dari 

https://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-e.pdf 
pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 14.50 

9           Ibid. 
10 Komisi Hukum diakses dari 

http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=110 
tanggal 15 Februari 2023 pukul 15.03 

https://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-e.pdf
http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=110
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Maka dari itul, dalam rangka pelmbaharulan pidana ataul dalam 

mellakulkan relvisi telrhadap Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 telntang 

Pelrulbahan Atas Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001 Telntang 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi pelrlul diatulr melngelnai pelnyulapan di 

selktor swasta delngan melngadopsi dan mellaksanan prinsip-prinsip yang telrtelra 

di dalam Ulniteld Nations Convelntion Against Corululption (UlNCAC) agar tindakan 

pelncelgan dan pelmbelrantasan tindak pidana korulpsi dapat dilakulkan delngan 

elfelktif. 

 

D. SIMPULAN 

Pelngatulran melngelnai tindak pidana sulap di selktor swasta bellulm diatulr di 

dalam Ulndang-Ulndang Tindak Pidana Korulpsi. Hal ini melngakibatkan 

melnjamulrnya tindak pidana pelnyulapan yang telrjadi di selktor swasta. Pada kasuls 

ini, Komisi Pelmbelrasntasan Korulpsi dinilai tidak melmiliki welwelnang ulntulk 

melnangani kasuls yang telrjadi di selktor swasta, dikarelnakan selbagaimana diatulr 

didalam Ulndang-Ulndang Nomor 30 Tahuln 2002 telntang Komisi Pelmbelrantasan 

Korulpsi, KPK tidak dapat melnangani pelrkara tindak pidana sulap di selktor swasta, 

walaulpuln sulap selcara ulmulm melrulpakan salah satul tindak pidana korulpsi akan 

teltapi tindak pidana sulap di selktor swasta bellulm diatulr selcara relsmi didalam 

Ulndang-Ulndang Tindak Pidana Korulpsi. 
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